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ABSTRACT	
	
This	study	aims	to	examine	the	authority,	obstacles	and	efforts	made	by	the	Forestry	Service	in	
tackling	thel	crimel	of	Illelgal	Logging	in	Pakpak	Bharat	Relgelncy.	This	relselarch	usels	elmpirical	
lelgal	relselarch	with	a	sociological	juridical	approach.	Baseld	on	thel	relselarch	relsults,	it	is	known	
that	thel	authority	of	thel	forelstry	selrvicel	in	delaling	with	illelgal	logging	crimels	in	thel	Pakpak	
Bharat	district	belgins	with	relports,	inspelctions	by	forelst	policel	and	thel	forelstry	selrvicel.	Patrol	
elvelry	forelst	that	has	elxpelrielnceld	damagel,	but	thel	implelmelntation	is	not	yelt	optimal	belcausel	
thelrel	arel	selvelral	obstaclels	or	barrielrs	to	thel	 implelmelntation	of	tackling	thel	criminal	act	of	
illelgal	logging,	which	is	rellateld	to	thel	lack	of	public	awarelnelss	about	thel	importancel	of	forelsts	
and	thel	impact	of	thelsel	activitiels,	forelstry	officelrs	and	forelst	policel	arel	velry	minimal.	Lack	of	
supporting	facilitiels	to	patrol	to	tacklel	illelgal	logging	crimels	in	Pakpak	Bharat	Relgelncy.	
	
Kelywords:	Authority,	Forelstry,	Illelgal	Logging	
	
	
ABSTRAK	
	
Studi	 ini	 belrtujuan	 untuk	 melnelliti	 telntang	 kelwelnangan,	 hambatan	 dan	 upaya	 yang	
dilakukan	 olelh	 Dinas	 Kelhutanan	 dalam	melnanggulangi	 tindak	 Pidana	 Illelgal	 Logging	 di	
Kabupateln	Pakpak	Bharat.	Pelnellitian	 ini	melnggunakan	pelnellitian	hukum	elmpiris	delngan	
pelndelkatan	yuridis	sosiologis.	Belrdasarkan	hasil	pelnellitian	dikeltahui	bahwa	kelwelnangan	
dinas	kelhutanan	dalam	melnanggulangi	tindak	pidana	illelgal	logging	di	kabupateln	Pakpak	
bharat	 dari	 mulainya	 ada	 laporan,	 pelmelriksaan	 olelh	 Polisi	 hutan	 dan	 dinas	 kelhutanan.	
Patroli	kelseltiap	hutan	yang	melngalami	kelrusakan,	teltapi	dalam	pelnelrapan	telrselbut	bellum	
maksimal	 karelna	 telrdapat	 belbelrapa	 kelndala	 atau	 hambatan	 pellaksanaan	 melnangulangi	
tindak	 pidana	 illelgal	 logging	 telrselbut	 adalah	 telrkait	 Kurangnya	 kelsadaran	 masyarakat	
telntang	pelntingnya	hutan	dan	dampak	dari	kelgiatan	telrselbut,	peltugas	kelhutananan	polisi	
hutan	 sangat	 minim	 Kurangnya	 sarana	 pelndukung	 untuk	 patroli	 untuk	 melnanggulangi	
tindak	pidana	illelgal	logging	di	Kabupateln	Pakpak	Bharat.	
	
	
Kata	Kunci: Kelwelnangan,	Kelhutanan,	Ilelgal	Logging	
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1. PENDAHULUAN	
Hutan	melmpunyai	keldudukan	dan	pelran	yang	sangat	pelnting	dalam	melnunjang	

pelmbangunan	nasional.1	 Indonelsia	melrupakan	nelgara	 tropis	 yang	 tellah	dibayangkani	

kelrusakan	hutan,	baik	akibat	pelnelbangan	kayu	selcara	lelgal	maupun	ilelgal	dan	mellelbihi	

batas	imbang	elkologis	selrta	masalah	pelmbakaran	lahan	yang	melnyelbabkan	kelrusakan	

hutan	selcara	pelrmaneln.2	Pelrsoalan	lingkungan	bukan	pelrsoalan	domelstik	selmata,	teltapi	

tellah	meljadi	pelrsoalan	global,	hal	ini	telrjadi	karelna	kontelks	lingkungan	antara	sumbelr	

atau	 pelnyelbab	 dan	 akibat	 yang	 ditimbulkan	 tidak	 bisa	 dilokalisasi	 delngan	 damarkasi	

(Batas)	telrtelntu.3		

Pasal	33	ayat	(3)	Undang-Undang	Dasar	Nelgara	Relpublik	Indonelsia	Tahun	1945	

belrbunyi:	 “Bumi	 air	 dan	 kelkayaan	 alam	 yang	 telrkandung	 didalamnya	 dikuasasi	 olelh	

Nelgara	 dan	 dipelrgunakan	 untuk	 selbelsar-belsar	 kelmakmuran	 rakyat”.	 Kawasan	 hutan	

telrmasuk	sumbelr	daya	alam	telrbuka,	selhingga	aksels	dan	pelmanfaatan	manusia	sangat	

belragam.	Situasi	ini	tellah	melnyelbabkan	masalah	dalam	pelngellolaan	hutan.4	

Upaya	pelrlindungan	dan	pelngellolaan	lingkungan	hidup	melnjadi	kelwajiban	bagi	

nelgara,	 pelmelrintah,	 dan	 selluruh	 pelmangku	 kelpelntingan	 dalam	 pellaksanaan	

pelmbangunan	 belrkellanjutan	 agar	 lingkungan	 hidup	 Indonelsia	 dapat	 teltap	 melnjadi	

sumbelr	dan	pelnunjang	hidup	bagi	rakyat	Indonelsia	selrta	makhluk	hidup	lain.	Keltelntuan	

Pasal	 1	 angka	 (3)	 Undang-undang	 Nomor	 32	 Tahun	 2009	 telntang	 Pelrlindungan	 dan	

Pelngellolaan	 Lingkungan	 Hidup,	 melneltapkan	 bahwa	 pelmbangunan	 belrkellanjutan	

selbagai	upaya	sadar	dan	telrelncana	yang	melmadukan	aspelk	lingkungan	hidup,	sosial	dan	

elkonomi	kel	dalam	stratelgi	pelmbangunan	untuk	melnjamin	kelutuhan	lingkungan	hidup	

 

1	Salim	H.S,	Dasar-Dasar	Hukum	Kehutanan,	Jakarta:	Sinar	Grafika,	,2003,	hlm.	1.	
2	 Zudan	 Arif	 Fakrulloh,	Hukum	 Indonesia	 dalam	 Berbagai	 Perspektif,	 Jakarta,	 Rajawali	

Pers,	2014	hlm.	610.	
3	Marwan	Efendi	“Prospek	Penegakan	Hukum	Lingkungan,	Jakarta,	2010,	hlm.	1.	
4	Naluri.	A,	Hatta.	M,	Johari,	Kedudukan	Pidana	Denda	Terhadap	Tindak	Pidana	Perusakan	

Hutan	 di	 Kawasan	 Hutan	 Aceh	 Utara,	 JIM,	 Fakultas	 Hukum	Universitas	Malikussaleh,	Vol.	 VI,	
Nomor	2,	(April	2023):	30.	https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237.	
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selrta	kelsellamatan,	kelmampuan,	kelseljahtelraan,	dan	mutu	hidup	gelnelrasi	masa	kini	dan	

gelnelrasi	masa	delpan.5	

Pelrmasalahan	 illelgal	 logging	 selsungguhnya	 melrupakan	 suatu	 hal	 yang	 sangat	

komplelk,	karelna	tidak	hanya	telrkait	delngan	aspelk	pelnelgakan	hukum	atau	yuridis,	teltapi	

juga	 telrkait	 aspelk	 elkonomis,	 sosiologis	 dan	 kultur.6	 	 Pelngelrtian	 illelgal	 logging	

ditelrangkan	 dalam	 Pasal	 1	 angka	 4	 Undang-Undang	 Nomor	 18	 Tahun	 2013	 telntang	

Pelncelgahan	 dan	 Pelmbelrantasan	 Pelrusakan	 Hutan	 yang	 belrbunyi,	 “Pelmbalakan	 liar	

adalah	 selmua	 kelgiatan	 pelmanfaatan	 hasil	 hutan	 kayu	 selcara	 tidak	 sah	 yang	

telrorganisasi”.7	Delpartelmeln	kelhutanan	melngungkapkan,	pelmbalakan	 ilelgal	dilakukan	

olelh	suatu	bisnis	kelgiatan	kriminal	yang	dikellola	delngan	baik	dan	melmiliki	pelndukung	

yang	kuat	yang	selcara	fisik	melngancam	otoritas	pelnelgakan	hukum	kelhutanan.8	

Praktik	illelgal	logging	kini	tellah	melnjadi	selbuah	fakta	yang	mau	tidak	mau	harus	

selgelra	 diatasi	 belrsama.	 Ia	 melnjadi	 bagian	 inhelreln	 (batas)	 dari	 kelndala	 untuk	

melwujudkan	pelngellolaan	hutan	selcara	lelstari.	Bahkan	ditelngah	pelrelncanaan	relvitalisasi	

kelhutanan	(melnghidupkan	kelmbali),	mala	praktik	illelgal	logging	bisa	melnjellma	melnjadi	

selbuah	kelndala	bagi	optimilisasi	pelncapaian	targelt	relvitalisasi	(melnghidupkan	kelmbali)	

kelhutanan	yang	tellah	melnjadi	komitmeln	pelmelrintah.9	

Keltelntuan	pidana	selbagaimana	diatur	dalam	Undang-Undang	Nomor	32	Tahun	

2009	 telntang	 Pelrlindungan	 dan	 Pelngellolaan	 Lingkungan	 Hidup,	 dimaksudkan	 untuk	

mellindungi	 lingkungan	 hidup	 delngan	 melmbelrikan	 ancaman	 sanksi	 pidana.	 Untuk	

 

5	Hayya.	N,	Akli.	Z,	Abidin.	Z,	Analisis	Yuridis	Terhadap	Tindak	Pidana	lingkungan	Hidup	
Dalam	 Kawasan	 Hutan	 (Studi	 Putusan	 Pengadilan	 Tinggi	 Banda	 Aceh	 Nomor	
133/PID/LH/2021/PT.BNA),	 JIM,	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh,	Vol.	VI,	Nomor	2,	
(Maret	2023):	54.		https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10074.	

6	Suhardi	Alius,	Problematika	Pemberantasan	Illegal	logging	dan	Kejahatan	Kehutanan	di	
Indonesia	 (Makalah	 tidak	 diterbitkan),	 Jakarta,	 Markas	 Besar	 Kepolisian	 Negara	 Republik	
Indonesia	Badan	Reserse	Kriminal,	2010,	hlm.	1	

7	 Undang-undang	 Nomor	 18	 Tahun	 2013	 Pasal	 1	 angka	 4	 “Tentang	 Pencegahan	 dan	
Pemberantasan	Perusakan	Hutan”	.	

8	Suhardi	Alius,	Problematika	Pemberantasan	Illegal	logging	dan	Kejahatan	Kehutanan	di	
Indonesia	 (Makalah	 tidak	 diterbitkan),	 Jakarta,	 Markas	 Besar	 Kepolisian	 Negara	 Republik	
Indonesia	Badan	Reserse	Kriminal,	2010,		hlm.	33	

9	Ibid.,	hlm	310.	
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melmbahas	 tindak	 pidana	 lingkungan	 hidup	 yang	 diteltapakan	 selbagai	 tindak	 pidana	

umum	(dellik	gelnus)	dan	melndasari	pelngkajiannya	pada	tindak	pidana	khususnya	(dellik	

spelciels).10	

Pada	belbelrapa	tahun	ini	Kabupateln	Pakpak	Baharat	delngan	luas	hutan	13.865,08	

Ha,	masih	telrdapat	lahan	hutan	rusak	akibat	kelgiatan	Illelgal	logging	yang	dilakukan	olelh	

oknum	yang	tidak	belrtanggung	jawab	di	Kabupateln	Pakpak	Bharat,	pelmbangunan	selktor	

kelhutanan	 melmpunyai	 pelranan	 yang	 sangat	 pelnting	 dan	 stratelgis.	 Dinas	 kelhutanan	

adalah	melrupakan	unsur	pellaksanaan	otonomi	daelrah	pelmelrintah	Provinsi	 Sumatelra	

Utara	yang	dipimpin	olelh	selsorang	kelpala	dinas	kelhutanan	yang	belrkeldudukan	dibawah	

dan	belrtanggung	jawab	kelpada	gubelrnur	mellalui	selkeltaris	daelrah.	

Undang-Undang	Nomor	18	Tahun	2013	telntang	Pelncelgahan	dan	Pelmbelrantasan	

Pelngelrusakan	 Hutan	 selcara	 telgas	 melnyelbutkan	 sanksi	 bagi	 pellaku	 Ilelgal	 Logging,	

dimana	 diselbutkan	 bahwa	 dalam	 Pasal	 82	 ayat	 (1)	 orang	 	 atau	 pe lrselorangan	 yang	

selngaja	mellakukan	pelnelbangan	pohon	dalam	kawasan	hutan	yang	tidak	selsuai	delngan	

izin	 pelmanfaatan	 hutan	 dipidana	 delngan	 pidana	 pelnjara	 paling	 singkat	 1	 tahun	 dan	

paling	 lama	 5	 tahun	 selrta	 delnda	 paling	 seldikit	 	 Rp.500.000.000,00	 (Lima	 ratus	 juta	

rupiah)	dan	paling	banyak	Rp.2	.500.000,00	(Dua	miliar	lima	ratus	juta	rupiah).	Sudah	

jellas	 Sanski	 yang	 diatur	 di	 dalam	 UU	 No.18	 Tahun	 2013	 teltapi	 masih	 banyak	 yang	

mellakukan	Ilelgal	logging	di	Kabupateln	Pakpak	Bharat.		

Belrdasarkan	 uraian	 tersebut	 melndorong	 pelnulis	 untuk	 mellakukan	 pelnellitian	

melngelnai	 illelgal	 logging	 guna	melnyusun	 selbuah	 proposal	 delngan	 judul	 Kelwelnangan	

Dinas	Kelhutanan	Dalam	Melnanggulangi	Tindak	Pidana	Illelgal	Logging	(Studi	Pelnellitian	

Dinas	Kelhutanan	Kabupateln	Pakpak	Bharat).	

	

	

	

	

 

10	Alvi	Syahrin,	Ketentuan	Pidana	Dalam	UU	No.32	Tahun	2009	Tentang	Perlindungan	dan	
Pengelolaan	Lingkungan	Hidup,	PT.	Sofmedia,	Jakarta,	2011,	hlm.	35.	
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2. METODE	PENELITIAN	
Adapun	 pelrmasalahan	 yang	 akan	 ditelliti	 yaitu	 telntang	 kelwelnangan,	 hambatan	

dan	upaya	yang	dilakukan	olelh	Dinas	Kelhutanan	dalam	melnanggulangi	 tindak	Pidana	

Illelgal	Logging	di	Kabupateln	Pakpak	Bharat.	Meltodel	pelnellitian	yang	digunakan	pelnulis	

adalah	 meltodel	 pelnellitian	 hukum	 elmpiris	 atau	 pelnellitian	 hukum	 selcara	 nyata	 yang	

dikaitkan	delngan	felnomelna	yang	telrjadi	di	dalam	masyarakat	yang	melwajibkan	pelnelliti	

untuk	langsung	turun	kel	lapangan	yang	belrtumpu	pada	data	primelr	yang	didapat	mellalui	

kelgiatan	 obselrvasi,	wawancara	 dan	 seljelnisnya.11	Meltodel	 pelndelkatan	 yang	 digunakan	

ialah	meltodel	pelndelkatan	yuridis	elmpiris.	Pelndelkatan	yuridis	elmpiris	adalah	pelndelkatan	

delngan	mellihat	suatu	kelnyataan	hukum	di	dalam	masyarakat.	Pelnellitian	ini	belrpeldoman	

pada	 pelraturan	 pelrundang-undangan	 yang	 ada	 dan	 telori-telori	 hukum	 dan	 praktelk	

hukum	dalam	pellaksanaan	selhubungan	delngan	masalah	yang	ditelliti.12	

	

3. HASIL	PENELITIAN	DAN	PEMBAHASAN	
a. Kewenangan	Dinas	Kehutanan	dalam	Menanggulangi	Tindak	Pidana	 Illegal	
Logging	di	Kabupaten	Pakpak	Bharat	

Pelrtanggungjawaban	 pidana	 pada	 hakikatnya	 melngandung	 makna	 pelncellaan	

pelmbuat	(subjelk	hukum)	atas	tindak	pidana	yang	tellah	dilakukannya.	Olelh	karelna	itu,	

pelrtanggung	 jawaban	 pidana	 melngandung	 di	 dalamnya	 pelncellaan	 atau	

pelrtanggungjawaban	 objelktif	 dan	 subjelktif.	 Artinya,	 selcara	 objelktif	 si	 pelmbuat	 tellah	

mellakukan	 tindak	 pidana	 melnurut	 hukum	 yang	 belrlaku	 (asas	 lelgalitas)	 dan	 selcara	

subjelktif	 si	 pelmbuat	 patut	 dicella	 atau	 dipelrsalahkan/dipelrtanggungjawabkan	 atas	

tindak	 pidana	 yang	 dilakukan	 baik	 belrupa	 kelselngajaan	 ataupun	 kelalpaan	 (asas	

culpabilitas/kelsalahan)	selhingga	ia	patut	dipidana.13	

 

11	Zainuddin	Ali,	Metode	Penelitian	Hukum,	Sinar	Grafika,	Jakarta,	2009,	hlm.	105.	
12	Soemitro,	Rony	Hanitjo,	Metode	Penelitian	Hukum	Dan	Jumetri,	Ghalia	Indonesia,	Jakarta	

1994,	hlm.	97.	
13	 Islahuddin,	Nur.	M,	 Yusrizal,	 Pertanggungjawaban	Pidana	Terhadap	Korporasi	 Yang	

Melakukan	Pembakaran	Lahan	dan	Hutan,	JIM,	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh,	Vol.	V,	
Nomor	2	(April	2022):66,	https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.5246.	
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Sudah	diatur	di	dalam	Pelraturan	Daelrah	(PElRDA)	Nomor	2	Tahun	2007	telntang	

pelmbelntukan,	organisasi	dan	tata	kelrja	pelrangkat	daelrah	Kabupateln	Pakpak	Bharat	di	

dalam	 BAB	 XI	 Dinas	 kelhutanan,	 pelrkelbunan,	 pelrtambangan	 dan	 lingkungan	 hidup.	

Bagian	 Pelrtama	 Keldudukan,	 Tugas	 dan	 Fungsi	 di	 dalam	 Pasal	 161	 Dinas	 Kelhutanan,	

Pelrkelbunan,	 Pelrtambangan	 dan	 Lingkungan	 Hidup	 melrupakan	 unsur	 pellaksana	

Pelmelrintah	Daelrah	yang	dipimpin	olelh	selorang	kelpala	Dinas	yang	belrada	di	bawah	dan	

belrtanggung	jawab	kelpada	Bupati	mellalui	Selkreltaris	Daelrah.	Pasal	162	Dinas	Kelhutanan,	

Pelrkelbunan,	Pelrtambangan	dan	Lingkungan	Hidup	melmpunyai	tugas	melmbantu	Bupati	

mellaksanakan	 kelwelnangan	 delselntralisasi	 di	 bidang	 pelngellolaan	 kelhutanan,	

pelrkelbunan,	 pelrtambangan	 dan	 lingkungan	 hidup,	 pelngusahaan	 hutan,	 pelrlindungan	

hutan	selrta	tugas	pelmantaun	hutan.14	

Selbagai	 gambaran	untuk	melmbelrikan	pelmahaman	dan	pelnjellasan	 lelbih	 lanjut,	

telrlelbih	 dahulu	 pelnulis	 melnjellasakan	 alasan	 belbelrapa	 mantan	 pellaku	 mellakukan	

pelnelbangan	liar	(Illelgal	Logging)	di	Kabupateln	Pakpak	Bharat,	yaitu:	

1) Pellaku	Tindakan	Illelgal	Logging	(Pelnelbangan	Liar)	

Belrkaitan	 delngan	 pellaku	 Tindakan	 illelgal	 logging	 belrdasarkan	 status	

melrelka	 yang	 telrdiri	 dari	 2	 orang.	 Delngan	 ini	 bahwasanya	 para	 pellaku	

telrselbut	 melrupakan	 masyarakat	 biasa	 yang	 kelselharianya	 belkelrja	 selbagai	

peltani.15	Dari	 2	mantan	pellaku	melrelka	 tellah	mellakukan	kelgiatan	 telrselbut,	

Lamhot	Boman	telah	mellakukan	pelkelrjaan	telrselbut	selkitar	5	tahun	dan	Sakat	

sudah	mellakukan	pelkelrjaan	telrselbut	selkitar	6	tahun	lamanya.16	

Alasan	 melrelka	 mellakukan	 Tindakan	 Illelgal	 Logging	 telrselbut	 atau	

mellakukan	 pelnelbangan	 liar	 sellain	 hasil	 dari	 pelkelrjaan	 belrkelbun	 melrelka	

tidak	 melncukupi	 untuk	 melmunuhi	 kelbutuhan	 selhari-hari,	 selhingga	

 

14	 Peraturan	 Daerah	 Kabupaten	 Pakpak	 Bharat	 nomor	 2	 tahun	 2007	 “Tentang	
Pembentukan,	organisasi	dan	tata	kerja	perangkat	daerah	Kabupaten	Pakpak	Bharat”.	

15	Lamhot	Boman,	mantan	pelaku	Tindakan	Illegal	Logging,	wawancara,	Ulumerah	Jumat	
7	Juli	2023.	

16	 Sakat,	Mantan	 Pelaku	 Tindakan	 Illegal	 Logging,	Wawancara,	 Ulumerah	 Sabtu	 8	 Juli	
2023.	
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mellakukan	kelgiatan	illelgal	logging	karelna	hasil	dari	kelgiatan	telrselbut	cukup	

tinggi,	 delngan	 mellakukan	 kelgitan	 pelnelbangan	 kayu	 selcara	 liar	 dapat	

melncukupi	kelbutuhan	selhati-hari	melrelka.	

2) Telmpat	dan	Kelgiatan	Pelnelbangan	Liar	(Illelgal	Logging)	

Telmpat	yang	digunakan	atau	telrjadinya	pelnelbangan	liar	(illelgal	logging)	

di	 Kabupateln	 Pakpak	 Bharat	 telrjadi	 di	 delsa	 ulu	melrah	 karelna	 di	 delsa	 ulu	

melrah	melmpunyai	 lokasi	hutan	yang	melmiliki	pohon	yang	belsar	dan	kayu	

yang	belrkualitas	selpelrti	kayu	putih,	kayu	jati,	kayu	kelmelnjeln	(kelmelnyan),	dan	

lain-lain.17	 Belrdasarkan	 keltelrangan	 para	 mantan	 pelkelrja/pellaku	 melrelka	

mellakukan	 pelnelbangan	 pohon	 diawali	 delngan	 melncari	 lokasi	 yang	

melmpunyai	 kayu	 belsar	 dan	 belrkualitas	 telrbaik	 selsuai	 delngan	 yang	 dicari,	

lokasi	 kelgiatan	 illelgal	 logging	 telrselbut	 tidak	 dikeltahui	 olelh	 orang	 lain	 dan	

jauh	 dari	 pelmukiman	 warga.	 Selbellum	 mellakukan	 kelgiatan	 telrselbut	

pellaku/pelkelrja	 telrlelbih	 dulu	melmbelrikan	 tanda	 dan	melmbuat	 aksels	 jalan	

untuk	 melmudahkan	 melrelka	 melnuju	 lokasi	 selrta	 pelngangkutan	 kayu	 di	

hutan.18	

3) Waktu	Mellakukan	Kelgiatan	Pelnelbangan	Liar	

Aktivitas	 atau	 kelgiatan	 pelnelbangan	 liar	 para	 pelkelrja	 biasanya	 dimulai	

dari	jam	06:00	Wib	belrangkat	dari	rumah	dan	melnelmpuh	pelrjalanan	selkitar	

3	jam	dan	melnelbang	pohon	jam	10:00	Wib	dan	pulang	sorel	bahkan	malam	

hari,	 telrgantung	 kondisi	 di	 lapangan	 selbelrapa	 bannyak	 pohon	 yang	 akan	

ditelbang.19	Untuk	melnangani	 tindak	pidana	 illelgal	 logging	dinas	kelhutanan	

dan	 polisi	 hutan	 tellah	 mellakukan	 belrbagai	 upaya	 dalam	 melnangani	 dan	

melnanggulangi	 tindak	 pidana	 illelgal	 logging	 telrselbut,	 selpelrti	 yang	

 

17	Lamhot	Boman,	mantan	pelaku	Tindakan	Illegal	Logging,	wawancara,	Ulumerah	Jumat	
7	Juli	2023.	

18	 Sakat,	Mantan	 Pelaku	 Tindakan	 Illegal	 Logging,	Wawancara,	 Ulumerah	 Sabtu	 8	 Juli	
2023.	

19	Lamhot	Boman,	Mantan	Pelaku	Tindakan	Illegal	Logging,	Wawancara,	Ulumerah,	Jumat	
7	Juli	2023.	
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disampaikan	olelh	polhut	selkaligus	selksi	pelrlindungan	hutan	dinas	kelhutanan	

bapak	 Hutahuruk,	 melngatakan	 bahwa	 pelnelgakan	 hukum	 telrhadap	 tindak	

pidana	illelgal	logging	tellah	dijalankan	selsuai	delngan	aturan	yang	belrlaku.	

Dalam	 melnangani	 kasus	 ini	 melmbutuhkan	 waktu	 yaitu	 mulai	 dari	 prosels	

pelnyilidikan	baik	laporan	dari	masyarakat	maupun	patroli	dari	polisi	hutan	di	kabupateln	

Pakpak	Bharat,	keltika	melnelmukan	adanya	kelgiatan	atau	aktivitas	telrkait	illelgal	logging	

baik	itu	melngangkut,	melnelbang,	atau	melngolah	hasil	hutan	baik	itu	hutan	lindung,	hutan	

produksi,	 hutan	konselrvasi	 dan	 lain-lain.	Maka	pihak	dari	 dinas	kelhutanan	dan	polisi	

hutan	mellakukan	pelnangkapan.	

	

b. Hambatan	yang	dihadapi	oleh	Dinas	Kehutanan	dalam	Menanggulangi	Tindak	
Pidana	Illegal	Logging	di	Kabupaten	Pakpak	Bharat	

Tantangan	dinamika	pelristiwa	hukum	telrjadi	khsusunya	yang	telrjadi	di	Indonelsia	

melrupakan	tantangan	dalam	keldudukanya	selbagai	nelgara	hukum,	pelnelrapan	maupun	

pelnelgakan	 hukum,	 melrupakan	 ellelmeln-ellelmeln	 hukum	 yang	 selcara	 telrus	 melnelrus.	

Belrdasarkan	 dari	 hasil	 wawancara	 dan	 pelngumpulan	 informasi	 delngan	 pihak	 yang	

telrkait	 belrupa	 informan	 dan	 relspondeln	 pellaku	 illelgal	 logging	 mellakukanya	 delngan	

belrbagai	faktor,	yaitu:	

1) Faktor	Kelselmpatan	Situasi	

Faktor	 kelselmpatan	 situasi	 melrupakan	 faktor	 dimana	 selsorang	

melndapatklanya	 karelna	 kondisi	 yang	 ada	 dan	 melmanfaatkanya	 selbaik	

mungkin	 supaya	 melndapatkkan	 hasil	 atau	 keluntungan	 yang	 tinggi.	 disaat	

kurangnya	pelngawasan	dari	pelmelrintah	dan	aparat	pelnelgak	hukum	dalam	

melnjalankan	tugas,	kelwelnanganya,	fungsinya	selbagaimana	melstinya,	disaat	

itulah	 pellaku	 individu	 maupun	 kellompok	 melmanfaatkan	 situasi	 untuk	

melngolah	 wilayah	 atau	 sumbelr	 daya	 alam	 (SDA)	 yang	 telrseldia	 untuk	

kelpelntingan	 pribadi,	 para	 pellaku	 biasanya	 melngambil	 hasil	 kayu	 untuk	
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melmbangun	 rumah	 dan	 sisanya	 melnjual	 kelpada	 pelngusaha	 kayu	 untuk	

melndapatkan	untung	dari	hasil	pelmbellakan	liar.20	

2) Faktor	Elkonomi	

Faktor	 elkonomi	 sellalu	 melnjadi	 alasan	 pellaku	 mellakukan	 pelnelbangan	

pohon,	mellihat	 kondisi	 selkarang	 yang	 selmakin	 hari	 kelbutuhan	 selhari-hari	

sangatlah	mahal	dan	harganya	selmakin	melningkat	hal	 ini	belrdasarkan	dari	

pelnilitian	 delngan	melwawancarai	 salah	 satu	 mantan	 pellaku	 illelgal	 logging	

atau	pelmbellakan	liar	yaitu	Lamhot	Boman.		

Lamhot	Boman	 yang	melrupakn	pelkelrjanya	 selbagai	 peltani	melngatakan	

dari	hasil	belrtaninya	yang	masih	kurang	untuk	melmelnuhi	kelbutuhan	pokok	

kelluarganya	diselbabakan	ia	melnaggung	6	anggota	kelluarga,	yang	telrkadang	

hasil	 kelbunya	 yang	 telrkadang	 gagal	 paneln,	 jika	 hasil	 paneln	 gagal	maka	 ia	

hanya	belkelrja	selparuh	waktu	di	kelbelun	orang	lain	delngan	melnghasilakan	gaji	

yang	 tak	 selbelrapa	 cukup	 untuk	 melmelnuhi	 kelbutuhan	 anggota	 kelluarga.	

Dikarelnakan	 faktor	 elkonomi	 melnjadi	 alasan	 lamhot	 boman	 mellakukan	

pelkelrjaan	melnelvbang	pohon,	atau	mellakukan	pelmbalakan	liar,	karelna	hasil	

dari	kayu	telrselbut	sangat	tinggi.21	

3) Faktor	Pelmbukaan	Lahan	

Pelmbukaan	lahan	melrupakan	langkah	awal	untuk	melmulai	pelnanaman	

pada	suatu	arela	atau	lahan	yang	selbellumnya	ditumbuhi	olelh	pelpohonan	dan	

Selmak	 bellukar.	 Dalam	 pelmbukaan	 lahan	 biasanya	 digunakan	 untuk	

pelrtanian,	 pelrkelbunan,	 bahkan	 pelmukiman	 warga.	 Selmakin	 banyak	

masyarakat	 yang	 melbuka	 lahan	 maka	 jumlah	 hutan	 yang	 ada	 selmakin	

belrkuarang	dan	melngakibatkan	kelrusakan	eltrhadap	sumbelr	daya	alam	yang	

telrseldia	selhingga	harus	dipelrhatikan	selcara	selrius.	

 

20	Hutahuruk,	Kepala	Seksi	Perlindugan	Dinas	Kehutanan	Kabupaten	Dairi	dan	Kabupaten	
Pakpak	Bharat,	wawancara	5	Juli	2023.	

21	Lamhot	boman,	mantan	pelaku	illegal	logging,	wawancara,	Ulumerah,	Sabtu,	8	Juli	2023		
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Belrdasarkan	 hasil	 pelnellitian	 masyrakat	 di	 Kabupateln	 Pakpak	 Bharat	

telrkhusus	 delsa	 ulumelrah	 yang	 melmbuka	 lahan	 untuk	 dijadikan	 arela	

pelrkelbunan,	yang	melrupakan	arela	hutan	yang	melnjadi	hutan	lindung,	hutan	

produksi,	 ataupun	 arela	 hutan	 yang	 dilarang	 olelh	 nelgara	 untuk	 digarap	

maupun	diolah.	

4) Faktor	Kelbiasaan	Masyarakat	

Kelbiasaan	melrupakan	kelgiatan	yang	 selring	dilakukan	 selcara	belrulang-

ulang	 atau	mellakukan	 hal	 yang	 sama	 selcara	 telrus	melnelrus.	 Apabila	 suatu	

pelrbuatan	 masyarkat	 yang	 dilakukan	 telrus	 melnelrus	 dan	 ditelrima	 olelh	

masyarakat	 banyak	 yang	 padahal	 pelrbuatan	 telrselbut	 melrupakan	

pellanggaran	 hukum	 maka	 akan	 melnjadi	 pelrmasalahan	 di	 kelmudian	 hari.	

Selpelrti	 halnya	 kasus	 illelgal	 logging	masyarakat	 sudah	 telrbiasa	mellakukan	

pelkelrjaan	 pelnelbangan	 pohon	 (illelgal	 logging)	 selhingga	 melrelka	 tidak	

melmiliki	bakaty	lain	yang	melrelka	bisa	lakukan.	Dari	pihak	kelhutanan	Pakpak	

Bharat	sudah	mellakukan	sosialisasi	teltapi	masyarakat	masih	saja	tidak	mau	

melndelnganrkan	 atau	 melngikuti	 pelrintah	 dan	 pelraturan	 dari	 Dinas	

Kelhutanan.22	

	

c. Upaya	yang	Dilakukan	Oleh	Dinas	Kehutanan	dalam	Menanggulangi	Tindak	
Pidana	Illegal	Logging	di	Kabupaten	Pakpak	Bharat	

Pelnjagaan	dan	pelngawasan	hutan	harus	dilakukan	selcara	elfelktif.	Khususnya	di	

Kabupateln	 Pakpak	 Bharat	 untuk	 melnangulanggi	 tindak	 pidana	 illelgal	 logging,	

pelrmasalahan	hutan	yang	ada	saat	ini	tidak	melnganggap	selbellah	mata	atau	masalah	yang	

ringan.	 Ada	 belbelrapa	 Upaya	 yang	 di	 lakukan	 olelh	 dinas	 kelhutanan	 dan	 pelmelrintah	

daelrah	dalam	melnanggulangi	tindak	pidana	illelgal	logging	yaitu	selbagai	belrikut:23	

 

22	Berutu,	Kepala	Desa	Ulumerah,	wawancara	Sabtu,	8	Juli	2023.		
23	Hutahuruk	Kepala	Seksi	Perlindugan	Dinas	Kehutanan	Kabupaten	Dairi	Dan	Kabupaten	

Pakpak	Bharat,	wawancara,	Rabu,	5	Juli	2023	
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1) Sosialisasi,		

Sosialisasi	yang	dimaksud	disini	yakni	sosialisasi	 telrkait	delngan	aturan	

Pelrundang-Undangan	telntang	Undang-Undang	kelhutanan	baik	kel	pelrangkat	

kelrja	maupun	Masyarakat	di	kawasan	hutan	maupun	diluar	kawasan	hutan.	

Dinas	 melmbuat	 sosialisasi	 diseltiap	 delsa	 yang	 dilaksankan	 6	 bulan	 selkali.	

Delngan	melneljellaskan	bagaimana	Undang-Undang	telntang	kelhutanan,	Sanksi	

apa	saja	yang	dapat	ditelrima	masyarakat	jika	mellakukan	pelrbuatan	telrselbut,	

sellain	 sosialisasi	 telntang	Undang-Undang	 kelhutanan	Dinas	 kelhutanan	 juga	

melnghimbau	 masyarakat	 telntang	 dampak-dampak	 yang	 akan	 telrjadi	 jika	

masyarakat	mellakukan	tindakan	telrselbut.24	

2) Pelnyuluhan,		

Pelnyuluhan	 yang	 dilakukan	 olelh	 dinas	 kelhutanan	 dilakukan	 delngan	

belbelrapa	cara	yaitu:	

a) Pelnyadaran	selcara	langsung	telrhadap	aturan	yang	belrlaku	di	dalam	hutan	

yang	 mana	 dilakukan	 dari	 satu	 rumah	 kel	 rumah	 yang	 lain	 diselkitar	

kawasan	hutan.	

b) Pelnyadaran	 telrhadap	 kunjungan	 telrhadap	 masyarakat	 yang	 belrada	 di	

selkitaran	 hutan	 untuk	 tidak	 mellakukan	 illelgal	 logging	 karelna	 suatu	

tindakan	yang	diatur	dalam	Undang-Undang	Nomor	18	Tahun	2013.	

c) Melnyelbarkan	atau	melnaruh	pamplelk	di	telmpat-telmpat	yang	rawan	akan	

telrjadinya	tindak	pidana	illelgal	logging	maupun	tindak	pidana	lain	yang	

belrkaitan	delngan	kelbelrlangsungan	hutan.	

Pelnyuluhan	ini	tidak	hanya	saja	belrlaku	untuk	masyarakat	teltapi	juga	belrlaku	

untuk	 selluruh	 pelrangkat	 kelrja	 yang	 belrada	 di	 kawasan	 hutan	 dan	 di	 luar	

kawasan	hutan.	

 

24	Hutahuruk	Kepala	Seksi	Perlindugan	Dinas	Kehutanan	Kabupaten	Dairi	Dan	Kabupaten	
Pakpak	Bharat,	wawancara,	Rabu,	5	Juli	2023.	
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3) Relbosiasi		

Kelgitan	 ini	melrupakan	 kelgiatan	 pelmulihan	 hutan	 yang	 dilakukan	 olelh	

dinas	kelhutanan	dan	pelmelrintah	daelrah	(Pelmda)	dikawasan	hutan	telpatnya	

di	Kabupateln	Pakpak	Bharat	yang	tellah	melngalami	kelrusakan	hutan	akibat	

tindakan	 telrselbut	 agar	 kawasan	 hutan	 di	 kabupteln	 pakpak	 bharat	 tidak	

gundul	dan	tidak	telrjadinya	belncana	alam	dikarelnakan	kawasan	Kabupateln	

Pakpak	Bharat	di	daelrah	pelgunungan.		

4) Patroli	Peltugas	Kelhutanan	dan	Polisi	Hutan		

Melrupakan	 kelgiatan	 yang	 dilaksankan	 untuk	 melncelgah	 telrjadinya	

gangguan	kelamanan	kawasan	hutan	dan	melncelgah	telrjadinya	tindak	pidana	

kelhutanan	 guna	 melnjaga	 kelutuhan	 hutan	 Kabupateln	 Pakpak	 Bharat	 yang	

dilakukan	olelh	polisi	hutan	Kabupateln	Pakpak	Bharat	mellakukan	patroli	kel	

wilayah	hutan	 yang	melnjadi	 telmpat	 kelgiatan	 illelgal	 logging.	 	Patroli	 hutan	

tidak	hanya	saja	dilakukan	ole lh	Polisi	Hutan	Dinas	Kelhutana	juga	mellibatakan	

masyarakat	di	seltiap	delsa	yang	belrjumlah	6	orang	agar	ikut	selrta	melmbantu	

Dinas	Kelhutanan	untuk	mellindungi	kawasan	kelhutanan	dalam	tindak	pidana	

illelgal	 logging	 delngan	mellaporkan	 kelpada	 dinas	 kelhutanan	 apabila	 telrjadi	

pelrusakan	hutan	yang	dilakukan	olelh	orang	yang	tidak	belrtanggung	 jawab.	

Patroli	 pelngamanan	 hutan	 dilakukan	 guna	 melncelgah	 adanya	 keljahatan	

kelhutanan	khususnya	pelrambahan,	pelnelbangan/pelncurian	kayu,	kelbakaran	

hutan,	pelrburuan	satwa.25	

	

4. KESIMPULAN		
Dari	 hasil	 penelitian	 di	 atas,	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 kelambanan	 Dinas	

Kehutanan	 dalam	 menanggulangi	 tindak	 pidana	 illegal	 logging	 di	 Kabupaten	 Pakpak	

Bharat	 masih	 belum	 sepenuhnya	 terlaksana,	 meskipun	 telah	 melakukan	 patroli	 dan	

 

25	Hutahuruk	Kepala	Seksi	Perlindugan	Dinas	Kehutanan	Kabupaten	Dairi	Dan	Kabupaten	
Pakpak	Bharat,	wawancara,	Rabu,	5	Juli	2023	
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pengawasan	di	berbagai	wilayah	hutan.	Terdapat	beberapa	hutan	yang	masih	menjadi	

tempat	 illegal	 logging	dan	berhasil	menghindari	pengawasan	Dinas	Kehutanan	karena	

beberapa	kendala	yang	dihadapi	oleh	lembaga	tersebut.	Hambatan-hambatan	tersebut	

antara	lain	adalah	faktor	ekonomi,	keterbatasan	sumber	daya,	situasi	sulit	di	lapangan,	

pembukaan	lahan	yang	memudahkan	akses	ilegal,	kebiasaan	masyarakat,	dan	kurangnya	

kesadaran	akan	pentingnya	pelestarian	hutan.	Upaya	yang	 telah	dilakukan	oleh	Dinas	

Kehutanan	melibatkan	 sosialisasi	Undang-Undang	Kehutanan	 kepada	masyarakat	 dan	

pemerintah	 setempat,	 patroli	 oleh	 petugas	 kehutanan	 dan	 polisi	 hutan,	 pemasangan	

peringatan	atau	papan	himbauan,	serta	kegiatan	rehabilitasi	hutan	oleh	Dinas	Kehutanan	

dan	 pihak	 pemerintah.	 Meskipun	 demikian,	 kendala-kendala	 tersebut	 masih	 menjadi	

tantangan	dalam	upaya	menanggulangi	illegal	logging	di	wilayah	tersebut.	
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